
  
 
 

 
 

 

 

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 

NOMOR  560/36 TAHUN 2022  
 

TENTANG  
 

PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT DAN  

SEKRETARIAT LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT PROVINSI JAWA TENGAH  
MASA BHAKTI TAHUN 2022 -2025   

 

GUBERNUR JAWA TENGAH,  
 
 

 

Menimbang  : 

 
a. bahwa untuk mewujudkan stabilitas dan  suasana yang 

kondusif di  bidang ketenagakerjaan  antara pekerja/buruh, 
pengusaha dan pemerintah daerah serta guna memberikan  

pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah 
daerah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan 
pemecahan masalah ketenagakerjaan  di Jawa Tengah, perlu 

membentuk Lembaga Kerjasama Tripartit Dan Sekretariat 
Lembaga Kerjasama Tripartit  Provinsi Jawa Tengah Masa 

Bhakti 2022 -2025 ;  

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  dimaksud  
dalam  huruf a , perlu menetapkan Keputusan Gubernur 

tentang Pembent ukan Lembaga Kerjasama Tripartit Dan 
Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Jawa 
Tengah Masa Bakti Tahun 2022 ð 2025 ; 

 

Mengingat  : 1.  Undang -Undang Nomor 10 Tahun 1950  tentang  Pembentukan  
Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan -Peraturan 

Negara Tahun 1950 Halaman 86 -92); 
  2.  Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3989);  
  3.  Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4279)  sebagaimana telah diubah 

dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta K erja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020  Nomor 245 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573 ); 

  4.  Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lemb aran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa  kali 
terakhir dengan Undang -Undang Nomor 11  Tahun 20 20  

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573) ; 

 



 

 

  5.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata 
Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga  Kerjasama    

Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4482) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 20 17 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

8 Tahun 2005 tentang Tata Ke rja Dan Susunan Organisasi 
Lembaga kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 17  Nomor 22 , Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6 020 ); 
  6.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah  
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);  

  7.  Peratu ran Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 20 16 

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, 

Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah 
(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 20 16 Nomor 64); 

 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  :  

KESATU  : Membentuk Lembaga Kerjasama Tripartit dan Sekretariat 
Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 

Tahun 2022 ð 2025 dengan susunan keanggota an sebagaimana 
tercantum dalam L ampiran Keputusan Gubernur ini .  
 

KEDUA  
 

 

: 
 

 
 

Tugas Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Jawa Tengah 
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :  
 

a. memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada 
Gubernur dan pihak terkait dalam menyusun kebijakan dan 
pemecahan masalah ketenagakerjaan;  dan  
 

b.  bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan 
tugasnya kepada Gubernur.  

 
KETIGA 
 

 
 

: 
 

Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Jawa Tengah 
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas 

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas rutin Lembaga 
Kerjasama Tripartit Provinsi Jawa Tengah . 

 
KEEMPAT  : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan Gubernur ini dibeb ankan pada Anggaran 

Pendapatan d an Belanja Daerah Provinsi  Jawa Tengah . 
 

 
 
 

 
 
 

 




